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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2002  
TENTANG 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: a. bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin 
     meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik 
     Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara; 
 
  b. bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut,  
      disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian 
      uang; 
 
  c. bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas  
      kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar 
      dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara 
      terjaga; 
 
  d. bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan 
      transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan 
      kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral; 
 
  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
      huruf c, dan huruf  
 
  d perlu membentuk Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 
 
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
  1945; 
         2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 
  tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, 
  dan Nepotisme; 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 
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BAB VII 

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI 
 

Pasal 39 
(1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. 

 
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada 

pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. 
 

Pasal 40 
(1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi 

perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, 
dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 
 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 41 

(1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan 
tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau 
alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. 
 

(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan 
saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, 
mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 
Pasal 42 

(1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, 
wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan 
diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 
 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 43 

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau 
kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42. 
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        Disahkan di Jakarta 
        pada tanggal 17 April 2002 
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
        MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 April 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 
BAMBANG KESOWO 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 30 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 2002 

TENTANG 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

 
I. UMUM. 

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas 
wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. 
Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (bribery), penyelundupan 
barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika 
dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, 
terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan 
tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar jumlahnya. 
Harta Kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak 
langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan 
akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. 
Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh 
dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem 
perbankan (banking system). Dengan cara demikian, asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan 
tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
ini, dikenal sebagai pencucian uang (money laundering). 
Bagi organisasi kejahatan, Harta Kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, 
dalam pengertian apabila aliran Harta Kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan 
diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang 
aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, Harta Kekayaan merupakan bagian yang sangat 
penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan 
melakukan pencucian uang agar asal usul Harta Kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau 
tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. 
Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara 
karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara 
dengan meningkatnya berbagai kejahatan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang 
telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk 
mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama 
internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. 
Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari 
masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun 
perbankan. 
Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas 
praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan 
pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-
undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain 
kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas: 
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a. penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke 
dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, 
sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. 
b. transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana 
(dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai 
hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, 
akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut. 
c. menggunakan Harta Kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal 
dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau 
transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang 
halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. 
Penyedia Jasa Keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi 
tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali 
amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan 
asuransi. 
Adapun yang dimaksud dengan: 
- bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai perbankan. 
- lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan. 
- efek, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa dana, 
rekening efek, reksa dana, dan wali amanat adalah efek, kustodian, lembaga penyimpanan dan 
penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa dana, rekening efek, reksa dana, dan wali amanat 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal. 
- pedagang valuta asing adalah pedagang valuta asing sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing. 
- dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai dana pensiun. 
- perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai perusahaan asuransi. 
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang ini 
dibentuk pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat dengan PPATK, yang 
bertugas: 
a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK 
sesuai dengan Undang-undang ini; 
b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; 
c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan; 
d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh 
oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; 
e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang 
ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu 
dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; 
f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang; 
g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada 
Kepolisian dan Kejaksaan; 
h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya 
secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang 
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berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan. 
Di samping itu, untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang 
ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan 
perkara untuk dapat meminta pemblokiran Harta Kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Undang-
undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta 
keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan 
oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. 
Selain kekhususan di atas, Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran 
terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat 
meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu segera dibentuk Undang-undang tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
II.Pasal Demi Pasal 

Pasal 39 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "PPATK" dalam ayat ini adalah kepala, wakil kepala, dan seluruh pegawai di 
lingkungan PPATK. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4191 

 


